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ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 di Kabupaten Solok
Selatan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembuangan limbah
harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendukung pembangunan
berkelanjutan di tingkat daerah. Rumusan masalah: 1.) Bagaimana pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan
Perhubungan Kabupaten Solok Selatan, 2.) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten
Solok Selatan, 3.) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan. Penelitian
hukum sosiologis yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan
data dengan cara wawancara dan studi dokumen, analisis data kualitatif. Hasil penelitian:
1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok Selatan: Pengawasan terhadap
Kegiatan/Usaha, dan pengawasan terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat. 2.)
Kendala yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan
Perhubungan Kabupaten Solok Selatan: Pengawasan oleh tenaga pengawas dan
pengaduan masyarakat, kurangnya Sumber Daya Manusia, banyak objek pengawasan
yang diawasi, Bukti adanya kesalahan pencemaran, kurangnya keterpaduan sistem
pengawasan dan perubahan kewenangan. 3.) Upaya yang telah dilakukan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten
Solok Selatan: Pendampingan dan pengawasan oleh petugas pengendali lingkungan,
penambahan personil, memaksimalkan teknologi dan meningkatkan koordinasi dengan
pemerintah pusat.

Kata Kunci : Pengawasan, Pembuangan Limbah Pabrik, Peraturan Daerah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan merupakan suatu tempat di mana makhluk hidup berada
mencari makanan, dan memiliki ciri khas serta fungsi yang spesifik yang
berhubungan dengan keberadaan makhluk hidup yang ada di dalamnya
terutama manusia yang memiliki peran yang lebih komplek dan nyata
Manusia tidak hanya sebagai penghuni, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki
peran komplek dan nyata dalam menjaga dan mengelola lingkungan tersebut.
Pemahaman mendalam terhadap keterkaitan hukum lingkungan menjadi suatu
keharusan, di mana peraturan dan norma hukum harus diimplementasikan
secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan dan keberagaman ekosistem,

serta untuk melindungi hak-hak generasi mendatang.

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup adalah pembuangan
limbah pabrik. Pembuangan limbah pabrik adalah suatu kegiatan pabrik yang
menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena masuknya zat-zat
pencemar yang dihasilkan pabrik terhadap lingkungan, seperti tanah, air, dan
udara yang berupa bahan buangan dari proses produksi pabrik yang dapat

menimbulkan pencemaran.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan Perlindungan dan Pengelolaan

! A.Rusdina, 2015, Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan

Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab, him. 247, diakses tanggal 10 Oktober 2023.
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Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemarann
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menurut Pasal 20 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidur
menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media
lingkungan hidup dengan persyaratan antara lain : memenuhi baku mutu
lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sebagai warga negara
berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup salah satunya menjaga

baku mutu air limbah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 21 manyatakan disingkat B3 adalah
zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan
hidup, kesejahteraan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lain. Kemudian dalam Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa limbah bahan
berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu

usaha dan/atau yang mengandung B3.
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Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) mencirikan komitmen legislatif Indonesia dalam memperkuat fondasi
hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjadi dasar integral
dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip fundamental yang
diperkuat oleh undang-undang ini adalah perlunya pemeliharaan keberlanjutan
lingkungan sebagai syarat prasyarat esensial bagi pelaksanaan pembangunan
yang berkelanjutan. Konsep keberlanjutan, terutama dalam kontek pengelolaan
limbah berbahaya dan beracun, terselip dalam landasan hukum ini,
memberikan penekanan yang signifikan pada perlunya perlindungan
lingkungan sebagai dasar pijakan bagi pelaksanaan pembangunan yang tidak
hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini, melainkan juga secara proaktif
menjaga hak dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Dengan demikian
Undang-Undang tersebut tidak hanya menciptakan landasan hukum yang
kokoh untuk pengelolaan limbah, tetapi juga menjadi panduan yang tangguh
dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup seiring dengan evolusi

pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses lebih lanjut, Pasal 44
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan yang menyatakan bahwa
pentingnya pengelolaan limbah untuk menjaga lingkungan hidup. Peraturan ini
sejalan dengan undang-undang di tingkat nasional, menegaskan bahwa
pembuangan limbah harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan
dilakukan dengan izin yang sah. Peraturan ini menekankan bahwa setiap

kegiatan pembuangan limbah harus dilakukan dengan mempertimbangkan
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dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian,
peraturan ini memperkuat komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan

hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal
44 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa upaya
perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dilakukan secara terpadu dan
berjenjang, dari tingkat nasional hingga lokal. Hal ini memastikan bahwa setiap
tindakan yang berpotensi mencemari lingkungan dilakukan dengan
pengawasan dan izin yang ketat. Pendekatan ini penting untuk menjaga
keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat, serta memastikan

pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kelestarian lingkungan.

Limbah sesuai dengan Keputusan Menperindag Republik Indonesia
Nomor.231/MPP/Kep/7/1997 Pasal 1 tentang prosedur impor limbah,
menyatakan bahwa limbah adalah barang atau bahan sisa dan bekas dari
kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah.? Oleh karena itu,
pemahaman terhadap aspek hukum seputar limbah perlu dijelaskan dengan
teliti, dengan mempertimbangkan kriteria dan parameter yang dijelaskan dalam
kebijakan tersebut. Ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap
peraturan yang berlaku dan untuk menjaga integritas dalam pengaturan impor

limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Zhttps://jdih.kemendag.go.id/peraturan, diakses tanggal 08 November 2023 pukul
09.30 WIB.
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Limbah merupakan zat sisa yang dihasilkan karena pembuangan
sampah atau zat kimia dari pabrik-pabrik. Limbah juga merupakan suatu bahan
yang tidak berguna, tetapi mengakibatkan pencemaran lingkungan. Limbah
dapat menyebabkan penyakit, cacat janin, kematian, bahkan pemutusan mata
rantai kehidupan suatu organisme. Limbah merupakan dapat berbentuk cair,
gas dan padat. Limbah yang terdiri dari limbah dari pertanian dan limbah

industri.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk memastikan
bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian
aktivitas yang sedang berlangsung untuk memastikan kepatuhan terhadap
rencana awal. Oleh Kkarena itu, pemantauan tidak hanya mendeteksi
penyimpangan tetapi juga memberikan solusi perbaikan untuk menjaga
kelancaran organisasi. Pengertian ini menekankan eratnya hubungan antara
perencanaan dan pengawasan. Perencanaan menentukan arah dan tujuan yang
ingin dicapai, sedangkan tugas pengawasan adalah memastikan bahwa semua
langkah yang diambil sejalan dengan rencana sehingga tujuan organisasi dapat

tercapai secara efektif dan efisien.?

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No. 3 Tahun 2016
diterbitkan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk melindungi

dan mengelola lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Solok Selatan secara

3Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen, Yogyakarta, Graha llmu, him. 133, diakses

tanggal 08 November 2023.
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berkelanjutan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mencegah,
mengurangi, dan mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan yang
diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia, termasuk kegiatan industri dan
pembuangan limbah. Peraturan ini mencakup seluruh aspek perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Solok Selatan, termasuk
pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah, serta
konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Selain itu, peraturan
ini secara tegas mengatur hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah daerah,

dan pelaku usaha dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian
dengan judul : PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP

DAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka

penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten
Solok Selatan ?

2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok

Selatan ?
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3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Solok

Selatan ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulisan membuat

rumusan tujuan penelitian berikut :

1. Untuk menganalisa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten
Solok Selatan.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten
Solok Selatan.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten

Solok Selatan.

D. Metode Penelitian
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam

penulisan ini, maka metode yang digunakan sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunkan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis
(empiris). Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum

yang befungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti
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bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.* Dalam penelitian
hukum empiris menganalisis tentang penerapan hukum dalam kehidupan
terhadap suatu individu, dalam masyarakat dengan kelompok, masyarakat
dan lembaga hukum terfokus kepada perilaku mereka dalam hubungannya

dengan penerapan atau berlakunya suatu hukum secara langsung.®

2. Sumber Data
Menunjang proses penelitian maka penulis menggunakan dua sumber
data, data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari
hasil masyarakat sebagai informasi atau responden yang berkaitan
langsung terhadap objek penelitian. ® Data primer ini dikumpulkan
melalui wawancara informasi dengan Petugas dari Dinas Lingkungan

Hidup di Daerah Kabupaten Solok Selatan.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung/pelengkap data primer yang
diperoleh langsung dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data

primer.’

4John W. Creswell, 2012, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, diakses tanggal 11 Desember 2023.

>Muhamimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram,
him.83, diakses tanggal 10 Oktober 2023.

®Ibid, hIm.90.

"Marzuki, 1983, Metodelogi Riset, PT. Hanindia Offset, Yogyakarta, him.56, diakses
tanggal 10 Oktober 2023.
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Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan penelitian ini, berikut adalah bahan hukum primer

pada penelitian ini :

a)
b)

d)

f)

9)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

TAP MPR RI, Nomor.231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur
Impor Limbah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menberi

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer

terdiri dari :
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a) Buku-buku;
b) Hasil penelitian;
c) Dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan
hukum tersier terdiri dari :

a) Kamus;

b) Ensiklopedia;

c) Dan sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu studi dokumen resmi dan
peraturan perundang-undangan serta arsip-arsip yang terkait dengan
permasalahan yang akan diteliti. 8 Untuk mendapatkan sumber data
meliputi Peraturan Daerah, Buku tentang Hukum Lingkungan, Artikel-
artikel, dan jurnal-jurnal tentang Pencemaran Limbah. Dengan kata lain,
studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif, dimana akan lebih efektif jika

didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

8Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him.30,
diakses tanggal 11 Oktober 2023.
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b. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara semi terstruktur. Wawancara semi struktur adalah proses
wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dari penulis
agar dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan kebutuhan informasi
yang dibutuhkan. ® Penulis akan mengajukan pertanyaan kepada lbu
Mutia Suci Amanda, S.T., Pegawai Pengaduan dan Penegakan Hukum

Lingkungan.
c. Analisa Data

Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian yang berupa
melakukan kajian terhadap hasil pengelolan data. Adapun analisis data
yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis
kuantitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif yaitu
analisis yang menggambarkan tentang data berdasarkan kejadian

sesungguhnya (nyata) yang didapat dilapangan.*®

Sugiyono 2011, Metode Penelitian Pendidikan " Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan
R&D", Alfabeta, Bandung. him. .27, diakses tanggal 11 Oktober 2023.

10 Dglab, 2022, https://www.dglab.od/mengenal-teknik-analisis-data deskriptif-dalam-
penelitian-kualitatif, diakses tanggal 11 Oktober 2023 pukul 16.42 WIB.
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